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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pasal 3 ayat (1) 

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa pada asasnya seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami, akan tetap asas monogamy dalam undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak. Karena sesuai dengan 

pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan pengadilan dapat memberikan 

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam halnya berpoligami 

seorang suami harus mendapat izin dari istri sebelumnya sesuai dengan 

ketentuan pasal 4 Undang-undang perkawinan. 

2. Permasalahan yang terjadi dalam poligami adalah tentang pemisahan harta 

bersama, Penyelesain pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami 

harus mempertimbangakan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena 

perkawinan.suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut 

diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 

suami atau istri. 
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5.2. Saran 

1. Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi 

agama maupun hukum positif dinegara ini, namun tidak berarti 

seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah 

tanpamenghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti 

Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam 

perkawinan monogami. Namundemikian, pada dasarnya pembagian 

harta bersama dalam perkawinan poligami adalah samadengan 

pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-

masing pasanganmendapatkan bagian seperdua. demikian 

diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya 

dilangsungkan secarakekeluargan dan memenuhi unsur keadilan bagi 

semua pihak. 

2. Penyelesain pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami 

harus mempertimbangakan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta 

suami dan istri karena perkawinan. suatu harta dikatakan harta 

bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut 

Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta 

bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih 
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dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) 

menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang 

suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat 

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. 

perkawinan poligami.  
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